
SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya telah ditetapkan modal
dasar sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (Ema ratus miliar rupiah);

b. bahwa dalam rangka pengembangall usaha sesuai rencana
jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung' program
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam
pengembangan bidang properti, pembangunan pasar terpadu
dan hunian serta ketahanan pangan, membutuhkan tambahan
modal, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga:mana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (~embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pem(:rintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara ,Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Te,batas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47$'6);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembacan Negara Republik
Indonesia 'rahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran :Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); I

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. tentang
Pedoman Penge101aan Keuangan Daerah sebagaimanlj. telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri'Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 37);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan
Daerah Pasar Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah. Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE;RAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS I3UKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PASARJAYA.



3

Pasa!I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pelusahaan Daerah Pasar Jaya, diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal9

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar
Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang sebelumnya sebesar
Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliarrupiah) ditingkatkan
menjadi sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun
rupiah).

(2) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disediakan dari laba
bersih Perusahaan Daerah Pasar Jaya alokasi dana Icadangan
umum dan penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang
tunai dan! atau barang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diunda~gkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam i-embaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakar~a
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TId.

SAEFULLAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 110
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TE.NTANG
PERUSAHMN DAERAH PASAR JAYA

I. UMUM

Perubahan modal dasar Perusahaan Daerah Pasar Jaya dimaksudkan
untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan
untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dalam pengembangan bidang properti, pembangunan pasar terpadu
dan hunian serta ketahanan pangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2009, modal dasar Perusahaan Daerah Pasar Jaya ditetapkan sebesar
Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan saat ini modal disetor
sudah mencapai Rp. 327.175.929.293,09 (tiga ratus dua PUhlh tujuh miliar
seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh semhilan ribu dua
ratus sembilan puluh tiga rupiah koma sembilan sen ).

Dalam rangka pengembangan usaha tersebut diatas, Perusahaan
membutuhkan modal sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah),
dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari sebesar Rp
500.000.000.000,00. (lima ratus milair rupiah) menjadi sebesar
Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), sehingga perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Daerah Namor 2 Tahun 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal9

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1013


